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Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya wacana kebijakan dari Koordinator
Kementrian Pemberdayaan Manusida dan Kebudayaan terkait sertifikasi pranikah ini.
Munculnya kebijakan ini dengan melihat kasus perceraian yang begitu besar di Indonesia.
Akan tetapi kebijakan sertifikasi ini tidak ada dasar hukum untuk menjadi bahan
pertimbangan hukum di indonesia

Rumusan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah
dalam Perspektif Akademisi Hukum Positif, 2) Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah
dalam Perspektif Akademisi Hukum Islam, 3) Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah
dalam Perspektif Akademisi Psikologi, 4) Bagaimana Wacana Sertifikasi Pranikah dalam
Perspektif Akademisi Gender. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk
Mengetahui Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Hukum Positif, 2) Untuk
Mengetahui Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Hukum Islam, 3) Untuk
Mengetahui Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Psikologi, 4) Untuk Mengetahui
Wacana Sertifikasi Pranikah dalam Perspektif Gender.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian
lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
adalah pengumpulan data dengan dengan menggunakan data observasi, wawancara dan juga
dokumentasi. Model analisis data yang digunakan model Miles and Huberman, yang dalam
menganalisis data meliputi: 1) reduksi data, 2) pemaparan data, 3) kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akademisi Hukum Positif sepakat
dengan adanya sertifikasi pranikah. Jika dilihat dari sosiologi hukum, angka penceraian
yang sangat begitu besar di indonesia dan permasalahan itu juga disebabkan oleh suami istri
yang kurang memahami dalam berkeluarga sesuai syari’at maka adanya sertifikasi ini untuk
memerikan pemahaman terkait cara membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan
warohmah. Wacana ini tidak disetujui dengan alasan tidak ada dasar hukum yang mengikat
dan masih belum terkonsepnya dengan matang terkait sertifikasi pranikah. 2) Akademisi
Hukum Islam menyatakan setuju dengan adanya Sertifikasi Pranikah dikarenakan baik
untuk calon pengantin dan orang tua calon pengantin agar calon pengantin bisa memiliki
wawasan bagaimana meciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah.
Sedangkan wacana ini tidak disetujui dengan alasan belum matangnya konsep sertifikasi
pranikah dan mengatur pihak pribadi dari calon pengantin sendiri. 3) Akademisi Psikologi
menyatakan setuju dengan adanya Sertifikasi Pranikah dikarenakan pentingnya sertifikasi
pranikah untuk calon pengantin agar mereka mendapatkan wawasan terkait kekeluargaan
yang harmonis, dan dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga. Tidak setujunya
dengan sertifikasi pranikah ini dengan alasan lamanya waktu untuk mengikuti bimbingan



pranikah yang takutnya akan mengkhawatir malasnya calon pengantin untuk mengikuti
bimbingan pranikah. 4) Akademisi Gender menyatakan setuju dengan wacana sertifikasi
pranikah ini dengan alasan pentingnya sertifikasi ini untuk calon pengantin agar dapat
memahami hak dan kewajiban istri, dan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Tidak
setujunya dengan alasan sistem sertifikasi pranikah ini hanya seperti ceramah sehingga tidak
ada kebebasan bertanya untuk calon pengantin sendiri. Seharunsya sistemnya seperti sharing
agar calon pengantin bebas untuk bertanya.
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This research is motivated by a policy discourse from the Coordinator of the Ministry of
Human Empowerment and Culture related to this premarital certification. The emergence of
this policy by looking at divorce cases that are so substansial in Indonesia. However, this
certification policy does not have a legal basis for legal considerations in Indonesia

The formulation of this research are: 1) How is the Discourse of Premarital Certification in
the Perspective of Positive Legal Academics, 2) How is the Discourse of Premarital
Certification in the Perspective of Islamic Law Academics, 3) How is the Discourse of
Premarital Certification in the Perspective of Psychology Academics, 4) How is the
Discourse of Premarital Certification in the Perspective of Islamic Law Gender. The
purpose of this study are: 1) To Know the Discourse of Premarital Certification in a Positive
Legal Perspective, 2) To Know the Discourse of Premarital Certification in the Islamic Law
Perspective, 3) To Know the Discourse of Premarital Certification in the Psychological
Perspective, 4) To Know the Discourse of Premarital Certification Gender Perspective.

This research uses qualitative research methods and types of field research (field research).
Data collection techniques used in research are data collection using observation data,
interviews and also documentation. The data analysis model used is the Miles and Huberman
model, which in analyzing the data includes: 1) data reduction, 2) data exposure, 3)
conclusions.

The results of this study indicate that: 1) Positive Legal Academics agree with premarital
certification. If viewed from the sociology of law, the divorce rate is very substansial in
Indonesia and the problem is also caused by husband and wife who do not understand the
family according to sharia, the existence of this certification is to describe the understanding
related to how to form a sakinah, mawadah and warohmah family. This discourse was not
approved on the grounds that there is no binding legal basis and is still not conceptually
mature related to premarital certification. 2) The Islamic Law Academic states agree with the
Premarital Certification because both for the bride and groom's parents so that the bride and
groom can have insight into how to create a sakinah, mawadah, and warohmah family. While
this discourse is not approved on the grounds that the concept of premarital certification is
not yet mature and regulates the private party of the bride and groom herself. 3) Academic
Psychology states that they agree with the Premarital Certification due to the importance of
premarital certification for the bride and groom so that they can gain insight into harmonious
family relations, and can avoid domestic violence. Not in agreement with this premarital
certification by reason of the length of time to follow prenuptial guidance who feared they
would worry about the laziness of the bride and groom to take prenuptial guidance. 4)
Gender Academics agree to this premarital certification discourse on the grounds of the



importance of this certification for the bride and groom in order to understand the rights and
obligations of his wife, and to create a harmonious family. Not agree with the reason the
premarital certification system is just like a lecture so there is no freedom to ask for the bride
and groom themselves. The system should be like sharing so that the bride and groom are
free to ask questions.



uails
Db s e sl di Baled oo e ¢ 17102163069 ¢ siall ae delid
¢ Apadul) dpad il ) sal and ¢ A sSall 4pdlaY) g gal g sl 5 daalall el
Dsidde Al Gyl € 2020 ¢ Age sSall LSl i sa) g5l 55 Aalall
ialdll

O SYI ¢z 53l U ¢ saledll ¢ ladldl A ) cilalsl)

Glaty A& 5 (o plal) Saill B ) ) 5 Buuia (e A gl el g8 Casl) 13a AdlA
Al s Kl BUall s 8 Sl DA e da gl s2a ady 21530 U kgl
s 53] 8 4 Al ) Jlie DU 5 g8 bl Ll ol A 5l 030 (81 L 52

O ST shaia (e ) gl S Baled lad g S (1A Gial) il
¢ Ay dag 3l aandlST ) sl Azl ) i saled i 58 oS (2 ¢ lanY)
Gl (S (4 ¢ il ale 08T shaia 8zl 50 Ji algd s 58 aS (3
4 yral (1098 Canll 1 (aal jel il ale i) ) ghaia 3250 Jd 3ales
o 3l s 48 el (2 ¢ (V) 3 ) shaie (e ) 550 o Bkl s
oshiall 8zl Jad aled allad 48 2l (3 ¢ Dbl drg ) ) shaie & ) 5 3
.ol ) shaie bz g 50 Ja 3aled Uad 48 el (4 ¢ il

Gl pan s Slagal) Ganll ¢ gy S Canall bl sl 138 andil
Z3sad g axdiusall L) Jalad 23 i (330 511 5 CaOUlaal) 5 481 yall A deriiiuudll
claliminyl (3 ¢ clblall (o peill (2 ¢ bl J (1 ;585 e o s Sl

a0 S salells 58 ey s ) gpatSH (11l ) anall 13 il s
AL 5 L 521) 3 138 50 33Ul Jana (o) oo ain Y1 ¢y sl ey Uyl 13

238 3 ga g (¢ Aay il U 3 HuY) () gegds W 0l Aa g 15 5 31 e Caaas A
255 aly Aan gl 5 5 gl RSl ALl (53 oS5 e (Blaiall pgdll Coin gl ga algil)
el e J Vs aibe il el aa g Vsl Gulad e Gladll 13 e 4880 )
3alglly () 58y Sl drg i) | 5aad\ST (2 Balgdi 03gn (3lati dpasalaall Aalil) 1
sk e Jganl (a g yall (S Cumg ugall Al 55 g all 3aa LY 2550 Jud



3 oAl palall Gkl alaiy g goaiy ol ) 31 Qi algdl) o seba o)) puld e

o ) ST Cun (g yall daga 43Y )3l Jaud aleely (il ale ) spalST (381 5

Y el Caiall Cind agi€ay 5 ¢ At Litall Ay a1 8Dl e 4865 i L)
|8l ) ) iay Cum o) 5 311 J ol ) Aaslial < 1) gha sy Bl i) 03 ) s
Glad o Guinll ale | saanlST 381 5 (4 2530 Jad Clal ) SLA3Y gyl S
¢ Lelal Sl s ain 53 (38 agd JaY u gyl salgll sda dpaal 0¥ 7550 Jud 3ol

Y A ¢ 3 ualaall dudy 253l Gl sl albad casny & 5385 Y daelila 3yl (0 5S
om0 58 Cumy A8 HLial) Jia pUaill (6 o) (i Sl Gugoall g s 2253

ALY 7 ol 84 el



